DISIPLIN KERJA prg, Kont
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

Mengingat

BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas,

efisiensi kerja dan mendorong profesionalitas untuk
meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya
pengaturan mengenai disiplin kerja bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); ,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor- 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

€Wwenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentia:l’l
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2009 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Peraturan Pemermiah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman

Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga
Pemerintah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG DISIPLIN

KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. .

Pemerintah Daeréh adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang mémimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN.

adalah pegawai negeri _f.sipi} dan pega.wai pemerintah den
kerja yang diangkat oleh pe:]a.ba.t pembina ,kepegaWaian don
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tu
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

gan perjanjian
diserahi tugas
gas negara lainnya dan
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4. Disiplin pe ;
menaati keg‘g;:f?g ASN adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk
peraturan pemnaél dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

apabila tig o —ang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
abila tidak ditaati atay dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
S. Disiplin Kerja ag

sesuai jam keri alah mentaati kehadiran dan kepulangan Pegawai ASN
yang diberikanna yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas

6. Hosi x tasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
. Hamn i . 40
€Ta adalah hari dimanag pegawai negeri sipil harus melaksanakan

tuga ;
gas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

7. :
izfj}laa;e:-( cue Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Satuan
angkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman disiplin bagi Pegawai
ASN terutama dalam masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta
melaksanakan pengisian daftar hadir datang dan pulang kerja bagi Pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan diaturnya disiplin kerja Pegawai ASN ini adalah :

a. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap PNS dalam mentaat
ketentuan jam kerja;

b. Untuk meningkatkan disiplin PNS;
c. Untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai ASN; dan
d. Untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.

BAB III
DISIPLIN KERJA

Pasal 4

Disiplin Pegawai ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan
ketentuan : '

mematuhi Jguu ker:%a dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;

! iberikan atasan;
anaan tugas yang diber :
Egi?;?lesaﬂ{an tugas sesual waktu yang ditentukan; '

berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, atau lembaga
lainnya dengan baik.

pogp
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PEME] BAB IV
BINAAN DAN PENGAWASAN
‘

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pen
pemerintah daerah
sesuai dengan ketent

gawasan disiplin kerja Pegawai ASN di lingkungan
dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian
uan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

i cpada Pejabat es lon Il dan eselon IV di
lingkungan pemerintah 4 Eilerah_ eselon II, eselon

BAB V
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati
ketentuan hari kerja dan jam kerja.

(2) Ketentuan hari kerja dan jamn kerja bagi Pegawai ASN sebagaimaz}a
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin
sampai dengan hari Jum’at kecuali Rumah Sakit Umum Daerah Berkah,
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Satuan Lembaga:
Pendidikan ditetdapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai
dengan hari Sabtu.

(3) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu paling sedikit 37 (tiga
puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.

(4) Jam kerja efektif dengan pengaturan 5 (lima) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan Kamis  :Jam 07.30 WIB - 16.00 WIB

Tsbirahat :Jam 12.00 WIB - 13.00 WIB
:Jam 07.30 WIB - 16.30 WIB
:Jam 11.30 WIB - 13.00 WIB

b. hari Jum’at
Istirahat

engan pengaturan 6 (enam) hari kerja sebagaimana
(2) sebagai berikut :

: Jam 07.15 WIB - 14.00 WIB
: Jam 11.30 WIB — 12.00 WIB
: Jam 07.00 WIB — 12.00 WIB
: Jam.07.15 WIB - 14.00 WIB
: Jam 11.30 WIB — 12.00 WIB

(5) Jam kerja efektif d
dimaksud pada ayat

a. hari Senin samﬁ:a.i dengan Kamis
Istirahat

b. hari Jum’at

c. hari Sabtu
Istirahat
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6) Dalam pel 3 . |
[) (4), SetiI;p asklzggaa%?bm dlan jam kerja sebagaimana dimaksucll Eade: aya];:
. : melak: ; iikuti oleh seluru
Pegawai ASN pada pukul 07-3303{7;?];&11 apel pagi yang diiku

7) Dalam |
& (5), setig;laské;gain 1;3’“ dan jam kerja sebagaimana dimaksud padalt ayar:.
i ajb melaksanak 1 i yang diikuti oleh seluru

8) Dal

i ayaﬁ?r}ne;aksanqkan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
elektronik erg awal ASN wajib melakukan registrasi kehadiran secara
apel pagi (finger print) atau memaraf absensi secara manual sebelum

a ;I;gk:aegaaandann jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang
Y& mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(10) Jam Kkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak
berlgku bagi Pegawai ASN yang sedang melaksanakan diklat, tugas
belajar, menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan
dengan kedinasan di luar kantor.

Pasal 7

Ketentua.n Han Kerja Pegawai ASN bagi SKPD dengan spesifikasi khusus dan
karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya serta SKPD yang
melaksanakan pola kerja yang melaksanakan tugas secara bergilir / shift
dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus yang ditetapkan oleh Kepala
SKPD.

BAB VI
SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 8

(1) Pejabat eselon II, dan III serta v sebagaimaqa dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan sistem
pengisian daftai- hadir elektronik (finger print) / secara manual kepada:

a. Sekretaris/Kabag Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Pejabat eselon IV (Kasubag TU/Kepegawaian) di lingkungan Kantor

dan Kecamatan
c. Pejabat Eselon IV (Sekretaris Kelurahan) pada Kelurahan

d. Pejabat eselon V (Kasubag TU,/Kepegawaian) di lingkungan UPT;
e. Para Kepala Sekolah.

. . imaksud ipada ayat (1) me : P
2) Pejabat sebagaimana dimaksud / nunjuk ipejabat
“ struktural atau fungsional satu tingkat dibawahnya yang membidang
Kepegawaian sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir

elektronik (finger print) atau secara manual dilingkungan satuan kerjanya,
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Pasal 9

1} Pen :
(1) gelola Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan:

a. pe .
Pmé'se;aznan, Tegistrasi dan pemutahiran Pegawai ASN pada data base
aftar hadir elektronik (finger print);

b. -
gﬁﬁtﬁ? sahaan dan verifikasi harian pelaksanaan (finger print yang
an dalam batgg waktu sampai pukul 24.00 waktu setempat;

C. }I‘::ezgtausahaap dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar
adir elektronik (finger print);

d. penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik

(ﬁ.l'lger print) kepad : : ir elekt ik
(finger print]); Pada penanggung jawab sistem daftar hadir elektroni

Tieryaga operasional mesin daftar hadir elektronik (finger print) dan
seca_?a. berkESinambungan melakukan koordinasi pengendalian
administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (finger print)
dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang;

menyediakan daftar hadir manual apabila terjadi permasalahan pada
sistem daftar hadir elektronik (finger print).

(2) Pengelola c.lalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibantu oleh operator daftar hadir elektronik (finger print).

Pasal 10

(1) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik
(finger print) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d kepada
pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan satuan kerjanya.

(2) Pejabat eselon II, IIl dan IV sebagaimana -dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang cq. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 11

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 10 disampai}:an secara berkala
setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 12

: isi hadir pada setiap hari keria d
1) Pegawai ASN mengisi daftar ! _ P han kerja dengan
(1) I;egn,ggun akan sistem daftar hadir elektronik (finger prinf) di satuan kerja

masing-masing.

o : i dimaksud pada t (1) di
sian daftar hadir sebagaimana ud p ayat (1) dilakukan
(2) 1;2?5 | pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
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Pasal 13

Pengisian daftar hadir sec

hal sebagai berikyt: ara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-

a. sistem daftar )
tidak be:rfurlz'-“';.u"ai?ad]r elektronik (finger print) mengalami kerusakan atau

b. pegawai AS
print); N belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik (finger

c. sidik jari tid = ' '
atau ak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print);

d. terjadi keadaan kahar (force majeure).

Pasal 14

gﬁk;agir Sécara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
€ngan cara Pegawai ASN mengisi format daftar hadir.

Pasal 15

Pengisian daftar hadir Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, diberikan
keterangan sebagai berikut:

S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

I (izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis;

D (dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;

C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;

TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan

TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

e Qo o

Pasal 16

(1) 1Izin yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 hurui b meliputi:
a. Izin terlambat masuk Kantor;
b. Izin pulang sebelum waktunya; . ‘
¢. Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan
d. Izin tidak masuk kerja.

i aimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung
@ Ligaff;}ag,qsm yang meminta izin, dalam bentuk surat permohonan

izin / pemberitahuan. -
i langsung Pegawai ASN yang be:rsangkutan berhalangan
A ;I;?{baﬂzal?hassa:!:u pe%abat di lingkungan unit kerjanya untuk memberikan

izin.

(4) P honan izin ‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sehari

ermo : - :
sebelumnya.. - _ : , : -

' ' ntingan yang sangat mendesak surat permohonan izin

(5) D?%i?g;ﬁsud pada ayat (1) dapat menyusul kemudian.
sebag

Dipindai dengan CamScanner



BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 17

& Ez%j;w:i SSN.Yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidal:c ma§L’:1’-
atasan el 8 ana dimaksud dalam Pasal 16 dan tidak meminta 1221r1
an ) 1 r
dinyatakangsungny a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

(2) P me}‘a‘?gg&r ketentuan disiplin kerja.
rmalaud o isipli ' bagaimana
dimaksud pada.Yang melanggar ketentuan disiplin kerja sebag

ayat (1), dikenakan sanksi.

Pasal 18

(1) Perhitungan

helan isipli ' imana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat ggaran disiplin kerja sebagaim

. (3), dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh
setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
(2) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara kumulatif sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun berjalan.

BAB VIII
SANKSI DISIPLIN

Pasal 19

(1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, dikenakan sanksi hukuman disiplin Ringan, Sedang dan Berat.

(2) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASI\! yang tlda}k da.prflt
menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin
atasan langsungnya meliputi: Ty _

a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja diberikan sanksi berupa
teguran lisan; . .
b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari
kerja diberikan sanksi berupa teguran tertulis; dan
c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja
' diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

i langgaran dan sankgi hukuman disiplix} sedang Se'?aga.imana
&) j?gll:kgtfd pgga ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak dapat
nienyampaikan'bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin
a meliputi:

atas%zllca?f::l?fl gerja selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua
= Uuluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji
gerkala selama 1 (satu) t_ahun; . _ By : o ;

. .suk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua

> lt;da;; ;nail Kkerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat

m

selama 1 (satu) tahun; dan
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c. tidak masuk kep
puluh) hgapy Elggas elg:_na o
setingkat lebih rendgh gink
(4) Jenis pelay .

dimaksud pfggran dan s

(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga
an sanksi berupa penurunan pangkat
ma 1 (satu) tahun.

ayat (1 am‘fsi hukuman disiplin berat sebagaimana

menyampaikan bukt ,-,-2_{ dlben%‘an kepada Pegawai ASN yang tidak dapat

atasan langsuﬂgnya meli?i?tfil' tidak masuk kerja den tidak meminta izin

a. tidak masuk ke '
puluh lirna]{ ﬁ;ﬂaksdgma' 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga
setingkat lebj}, €a diberikan sanksi berupa penurunan pangkat
: rendah selama 3 (tiga) tahun:

b. tidak masyy kerja

(empat . Selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40
rangka 11;:;111111) har:l.kelila diberikan sanksi berupa pemindahan dalam
. Tunan Jabatan-setingkat lebih rendah;

C. tlda.k masuk kﬁlja

selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45
empat . : ‘ pat puluh satu) samp
aaﬁ%ab:tg?;hdal;ma] hari kerja diberikan sanksi berupa pembebasan

& giclljak‘l?lasukank]eq—a selama 46 (dua puluh enam) hari kerja atau lebih
perfr?in?:ans scll berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
id Sendirl sebagal i . berhentian
tidak dengan hormat s agal Pegawai ASN, dan/atau pem

ebagai Pegawai ASN.
(5) S.an_ks1 disiplin dan mekanisme penjatuhan sanksi bagi Tenaga Kontrak
Kerja berpedoman pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun

2013 tentang Pedoman Disiplin Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 20
Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan sanksi
hukuman disiplin kepada pejabat atau staf di bawahnya maka pejabat
dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1 telah dijatuhkan kepaFla_ Pegawai ASN dijadikan bahan

) Isngnrt]mkstnaj.rna;agn .dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan
karier Pegawai ASN yang bersangkutan.

T nksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf ¢
(3) Penjatul*;al:} )Sagj_]apork 4n kepada Inspektorat Kabupatgn Parideglang dan
dan a‘yaK(  awaian -Daeran Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya
?jﬁélald aerI:i?lgﬁ oleh penjatuhan hukuman disiplin sesuai rekomendasi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

1) Kepal
(1) Kepala SKPD dapat memberikan penghargaan kepa

telah o
melaksan disiplin kerja dalam kurun wa

tahun berjalan dj lingkungan satuan kerjanya.

da Pegawai ASN yang
ktu selama 1 (satu)

2) Pengh ; ;
(2) & Pl%g&;rlg?an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

b. Plakat; dan
c. Bentuk lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pand_eglan.g
Nomor 025/Kep.87 — Huk/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Hari Kerja
dan Pakaian Harian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
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